




Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran,
perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan ahli-ahli hukum mulai
mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari
hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa
kompilasi dari peraturan-peraturan yang dipakai di laut Eropa.1
Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bagi
masyarakat suatu negara yang memiliki laut maupun bagi masyarakat
internasional. Hal tersebut berkemungkinan akan menimbulkan suatu
permasalahan dan pelanggaran atas wilayah laut tersebut.
Berbagai konferensi tingkat internasional telah diselenggarakan
dengan melibatkan berbagai negara untuk membahas dan membatasi
pengelolaan sumber daya laut. Konferensi tingkat internasional tersebut
bertujuan untuk memelihara lingkungan ekosistem laut, serta untuk
dijadikan sebagai acuan bagi negara-negara dalam menentukan batas
wilayah lautnya.
Dalam sejarah hukum laut internasional, selalu mengupayakan
penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan
memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula
batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan
1 Von Glahn, Gerhard, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law,
New York, 1965, hlm. 316
2
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan negara
yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.2
Wilayah negara adalah salah satu unsur utama dari negara, di mana
wilayah merupakan tempat bagi suatu negara dalam menjalankan
kegiatan kenegaraan. Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat,
wilayah udara, dan wilayah perairan. Wilayah darat adalah bagian dari
daratan yang merupakan tempat tinggal dari penduduk suatu negara.
Wilayah udara suatu negara adalah keseluruhan ruang udara yang berada
di atas wilayah daratan yang merupakan bagian dari suatu negara.
Wilayah perairan adalah bagian suatu negara yang digenangi oleh air.
Wilayah perairan atau perairan teritorial adalah bagian perairan yang
merupakan wilayah suatu negara. Ini berarti di samping perairan yang
tunduk pada kedaulatan negara, ada pula bagian perairan yang berada di
luar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan negara.3 Bagian
perairan yang berada di luar wilayah dan tidak tunduk pada kedaulatan
negara adalah laut lepas (high sea).4
Wilayah laut suatu negara terdiri dari laut teritorial, zona tambahan,
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Laut teritorial
(territorial sea) adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi
luar dari garis pangkal (base line) dan sebelah luarnya dibatasi oleh garis
2 P. Joko Subagyo, Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985,
hlm. 31
3 Ibid, hlm. 24
4 Ibid
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atau batas luar (outer limit).5 Menurut Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 Bab V Pasal 55 dinyatakan
bahwa: ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan Laut
Teritorial. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982
menyatakan bahwa Zona Tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari
garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah terluar yang
negara pantai dapat menerapkan yurisdiksinya. Wilayah ZEE sering kali
menjadi tempat pelanggaran-pelanggaran dikarenakan wilayah ZEE
dekat dengan laut lepas sehingga memungkinkan untuk lengahnya
pengawasan di wilayah ZEE.6 Salah satu pelanggaran yang terjadi
adalah Illegal Fishing. Padahal jika negara dapat memanfaatkan dengan
baik wilayah ini, maka negara tersebut bisa mendapat ilmu dari kekayaan
alam yang terdapat di wilayah ZEE.7
Pada tahun 2000 Food and Agriculture Organization atau FAO
mengeluarkan International Plan of Action to Prevent, Deter, and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing atau FAO
menyingkatnya menjadi IPOA IUU yang di dalamnya terdapat
pengertian dari illegal fishing. Menurut IPOA illegal fishing merupakan
bagian dari Illegal, Unreported, Unregulated Fishing yang artinya
5 P. Joko Subagyo, Ibid, hlm. 32
6 Ibid. hlm. 33
7 Martin Tsamenyi and Transform Aqorau, “Fishing Rights and Responsibilities at Sea:
Analysis of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea”,
Wollogong Papers on Maritime Policy No.5, University of Wollogong, 1996, hlm. 10
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penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak terdaftar.
IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:8
1. Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di
perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki
izin dari negara tersebut;
2.Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan
wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan
yang berlaku di negara tersebut; dan
3.Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan
wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik
operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.
Kegiatan IUU Fishing ini merupakan kegiatan penangkapan ikan tidak
bertanggung jawab yang mengakibatkan persediaan sumber-sumber daya
ikan yang terus mengalami penurunan drastis.9
Pengaturan mengenai ZEE dalam United Nations Convention on the
Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) terdapat dalam Part V dan terdiri
dari 21 articles. 15 dari 21 articles mengatur mengenai perikanan yang
meletakkan prinsip-prinsip bagi konservasi dan eksploitasi perikanan
oleh negara pantai dan akses perikanan bagi negara lain. Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang
lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang
digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.10 Ketentuan batas
maksimal mengenai lebar dari ZEE sejauh 200 mil laut tersebut berarti
tidak setiap negara pantai pasti memiliki ZEE, hanya negara pantai yang
8 Rokhmin Dahuri, “Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing”. Jurnal Majalah Samudera
Mei 2012
9 Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,
Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.27
10 Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, Banyumedia, Malang, 2007, hlm.11
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memiliki lebar wilayah laut lebih dari 24 mil laut yang memungkinkan
memiliki ZEE, sepanjang tidak berbatasan langsung dengan pantai
negara lain pada jarak 24 mil laut tersebut.11
Salah satu kasus mengenai Illegal Fishing di ZEE adalah kasus
Monte Confurco. Pada bulan September tahun 2000, kapal penangkap
ikan Monte Confurco yang berbendera Seychelles ditangkap dan ditahan
oleh kapal pengawas Foreal Prancis. Kapal tersebut dituduh telah
melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif
Pulau Kerugelen di Prancis bagian selatan dan wilayah Antartika.
Seychelles mengajukan permintaan pembebasan terhadap kapal yang
ditahan dengan segera kepada Pengadilan Internasional Hukum Laut
berdasarkan Pasal 73 dan 292 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982.12
Prancis dan Seychelles merupakan negara peserta dari Konvensi
Hukum Laut 1982, dan Monte Confurco adalah kapal penangkap ikan
yang berbendera negara Seychelles dan milik dari Monteco Shipping
Corporation, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum
Seychelles.13 Pihak Prancis melalui kapal pengawas Floreal
mengeluarkan surat perintah penahanan nahkoda kapal Monte Confurco,
perampasan ikan-ikan dalam kapal, alat tangkap ikan, dan perampasan
11 Ibid.
12Dean Bialek, “Sink or Swim: Measures Under International Law for the Conservation of
Patagonian Toothfish in the Southern Ocean”. Journal Ocean Development and International law,
Vol. 34, No.2, 2003, hlm. 116
13 Dikdik Mohamad Sodik, op.cit., hlm. 95
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terhadap kapal tersebut. Kasus ini kemudian diajukan pada Mahkamah
Hukum Laut Internasional.14
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul:
Penegakan Hukum Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif
Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Monte Confurco
Case Tahun 2000)
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona
Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana penyelesaian kasus illegal fishing antara Seychelles
dengan Prancis?
C. Kerangka Teori
Pada umumnya setiap orang mempelajari suatu bidang ataupun ilmu
pengetahuan tertentu dan yang harus diketahui dan dipahaminya adalah
batasan dan pengertian umum tentang bidang atau cabang ilmu
pengetahuan tersebut. Hukum laut internasional merupakan bagian dari
hukum internasional. Berkenaan dengan subjek hukum internasional,
negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Isi atau materi
14 Dean Bialek. Op.cit. hlm. 117
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hukum internasional meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum.
Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di
bawah yurisdiksi nasionalnya (national jurisdiction).15
Hukum laut internasional sangat bermanfaat bagi negara, terutama
bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut. Manfaatnya adalah
untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan laut baik
sebagai acuan negara tersebut membuat peraturan hukum nasionalnya,
maupun sebagai acuan ketika negara tersebut berhubungan dengan
negara lain mengenai laut.
Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Negara
terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, serta
pengakuan dari negara lain. Unsur pertama yaitu rakyat adalah semua
orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan negara.
Wilayah negara berfungsi sebagai tempat untuk negara menjalankan
kegiatan kenegaraan serta sebagai tempat tinggal bagi rakyat. Unsur
berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat, yang dimaksud dengan
pemerintahan yang berdaulat adalah sebuah pemerintahan yang
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan
mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
secara penuh.
15 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta,1984, hlm.
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Dalam hubungan internasional sangat memungkinkan untuk timbul
permasalahan atau sengketa. Cara-cara penyelesaian sengketa
internasional terbagi menjadi dua yaitu pertama cara penyelesaian secara
damai dan kedua cara penyelesaian secara kekerasan. Menurut Pasal 2
ayat (4) Piagam PBB cara penyelesaian secara damai dapat dilakukan
apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi
yang bersahabat. Klasifikasi metode penyelesaian secara damai dapat
dibagi menjadi:16 Negosiasi, jasa-jasa baik, pencarian fakta, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara yudisial.
Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan, apabila negara-negara
yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan ketika melakukan
penyelesaian sengketa secara damai, maka salah satu cara yang dapat
digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui
jalur kekerasan. Contoh-contoh penyelesaian sengketa dengan cara
kekerasan adalah perang, atau ada pula cara selain perang yaitu
pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo, dan reprisal.
Pada Monte Confurco Case penyelesaian sengketa yang digunakan
adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur hukum, yaitu
penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. Pengadilan
internasional tempat diselesaikannya Monte Confurco Case adalah
Mahkamah Hukum Laut Internasional atau International Tribunal for the
Law of the Sea (ITLOS).
16 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 646.
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Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
menyebutkan bahwa fungsi dari hukum laut internasional adalah untuk
memperkokoh perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan
bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan
persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial
segenap rakyat dunia. United Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS) 1982 membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim.
Pertama yaitu zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional,
kedua yaitu zona-zona yang berada di luar yurisdiksi nasional.17
Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi
lagi ke dalam zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan
penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian dimana
negara pantai dapat melaksanakan wewenang serta hak-hak khusus
dalam Konvensi.18 Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan
penuh adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan bagi negara
kepulauan, dan laut teritoria. Zona-zona maritim yang berada di bawah
wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan, zona
ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Zona-zona maritim yang
berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas dan kawasan dasar
laut internasional.19
17 Ibid. hlm. 650
18 Etty R. Agoes, “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan
Konvensi Hukum Laut 1982”, Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Jakarta, 16-19 Januari 1996, hlm. 2
19 Dikdik Mohamad Sodik, op.cit., hlm. 19
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Wilayah perairan pertama yaitu laut teritorial yang merupakan
wilayah laut yang paling dekat dengan daratan. Pada tahun 1982 telah
dihasilkan kesepakatan bersama baik oleh negara pantai maupun tidak
berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut.20 Pada laut
teritorial terdapat pula lintas damai atau innocent passage. Kemudian
terdapat juga perairan pedalaman, yang berarti wilayah perairan yang
merupakan suatu bagian dari perairan nasional sebuah Negara yang
letaknya berada di sebelah dalam dilihat dari garis pangkal.21 Selain
lintas damai ada juga lintas transit. Wilayah perairan berikutnya adalah
zona tambahan, yang memiliki lebar tidak dapat melebihi lebih 24 mil
laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Kemudian
wilayah perairan berikutnya adalah zona ekonomi eksklusif, lebar dari
zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal
darimana lebar laut teritorial diukur.
Zona ekonomi eksklusif terbentuk dari hukum laut internasional
yang mulanya hanya membagi laut menjadi dua bagian, pertama adalah
laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, kedua adalah laut
yang bersifat bebas. Lalu menyebabkan klaim negara pantai terhadap
wilayah di luar laut teritorial dengan tujuan mengamankan dan
pemanfaatan laut. Kondisi ini menyebabkan harus dipikirkannya
mengenai pengaturan terhadap klaim dari negara pantai tersebut.
20 P. Joko Subagyo., op.cit., hlm. 5
21 Ibid. hlm. 11
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Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi segala jenis sumber
daya yang ada laut.
Pada Zona Ekonomi Eksklusif terdapat hak-hak berdaulat (sovereign
rights)22 yang berada dalam batas tertentu yaitu sepanjang 12 mil dari
garis pantai, juga wilayah dengan yurisdiksi sepanjang 188 mil. Hak
berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.23
Negara pantai memiliki hak dan kewajiban di wilayah zona ekonomi
eksklusif. Negara berhak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi,
melakukan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Negara
juga berhak untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan
bangunan, dan melakukan riset ilmiah kelautan, serta melindungi dan
melestarikan lingkungan laut. Ada pula kewajiban negara pantai di
wilayah ZEE, yaitu menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara
lain atas wilayah ZEE, menentukan maximum allowable catch untuk
sumber daya hayati dalam hal ini perikanan, dan dalam hal negara pantai
tidak mampu memanen keseluruhan allowable catch, memberikan akses
kepada negara lain atas surplus allowable catch melalui perjanjian
22 Martin Tsamenyi and Transform Aqorau, Ibid, hlm. 68
23 Usmawadi Amir, Seminar Nasional dengan tema “30 Tahun Konvensi Hukum Laut PBB
(UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia”, Palembang 13 November 2012
kerja sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu dengan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 3.
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sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan
terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.24
D. Tujuan
Berdasarkan perumusan masalah maka, tujuan yang ingin
dicapai melalui penelitian ini adalah:
1. Mengetahui penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona
Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982;
2. Mengetahui penyelesaian kasus illegal fishing antara Seychelles
dengan Prancis.
E. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang penulis harapkan dan diperoleh dari penulisan
ini sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum laut
internasional khususnya mengenai penegakan hukum IUU Fishing
di wilayah ZEE;
b. Dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi
ilmu hukum internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam
mengkaji dan memahami masalah penyelesaian sengketa Illegal
Fishing di wilayah ZEE.
24 Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, “Illegal Unreported and Unregulated (IUU)
Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim
Indonesia” Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta Vol.3,
No.1, Juni 2014, hlm. 17
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2. Kegunaan Praktis
a. Hasil penelitian ini secara subjektif bagi peneliti, penelitian yang
akan dilakukan dengan topik seperti dengan topik seperti yang telah
ditetapkan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman;
b. Diharapkan dapat menambah referensi dalam kepustakaan
Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Penelitian Ilmiah (PII)
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Bagi peneliti lain diharapkan dapat sebagai acuan untuk melakukan
penelitian dengan topik yang sama dengan kajian yang berbeda
